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MOTTO 
ِتاَقَف ىَرْخُأْلا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ ْتَغَب نِإَف اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط نِإَو  ِتتلا اوُل
ْتءاَف نِإَف ِهتللا ِرْمَأ ىَلِإ َء ِفَت ىَّتَح  ِغْبَت  ُّبِحُي َهتللا تنِإ اوُطِسْقَأَو ِلْدَعْلاِب اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف
 َينِطِسْقُمْلا 
Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim 
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduasnya dengan 
adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil. 
(Q.S. Al-Hu}jurat ayat 09) 
 
Dalam kehidupan pasti terdapat masalah. Orang yang berusaha untuk 
memecahkan suatu masalah adalah orang yang menyukai tantangan dan dapat 
berkontribusi untuk orang banyak. 
 
Passion dalam hidup kita membuat kita dapat percaya diri terhadap apa yang 
kita kerjakan. Ketika kita gagal maka belajarlah dan lakukan terus-menerus 
sepenuh hati dengan kerja keras dan komitmen yang kuat untuk mencapai sebuah 
tujuan.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Ham
zah 
... ‘… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك                   Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
أي...  Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
xii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4.  مر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Fahmi Rachmanda Putra, Nim. 142.111.031, “Peran Hakim Sebagai 
Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan 
Agama Surakarta Tahun 2015-2017 
 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan ditekankan bahwa pada sidang pertama hakim pemeriksa perkara 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi yang dipandu oleh seorang 
mediator. Terdapat 13 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Surakarta sejak tahun 2015-2017. Dari 13 perkara tersebut sudah melalui 
proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama 
Surakarta. Tetapi belum ada satupun perkara yang berhasil dimediasi oleh 
hakim mediator. Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di 
Pengadilan Agama Surakarta terhadap proses mediasi perkara ekonomi 
syariah.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi ekonomi 
syariah, peran hakim sebagai mediator dan faktor yang mempengaruhi 
ketidakberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim mediator di 
Pengadilan Agama Surakarta dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik 
analisa deskriptif kualitatif. 
 
Adapun hasil penelitian ini adalah hakim mediator dalam 
melaksanakan mediasi sudah di upayakan semaksimal mungkin dan 
membantu para pihak merumuskan titik temu dalam penyelesaian masalah. 
Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi yaitu: para pihak tidak 
memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, tidak adanya 
kesepakatan dan kurangnya skill mediator. 
 
 
Kata Kunci: Mediator, Perkara Ekonomi Syariah, Mediasi 
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ABSTRACT 
 
Fahmi Rachmanda Putra, Nim. 142.111.031, "The Role of Judges As 
Mediator In The Settlement Of The Case Of Sharia Economics In Religious 
Courts Surakarta 2015-2017”. 
 
In PERMA No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts emphasized 
that in the first hearing of the case examining judge requires the parties to 
mediation guided by a mediator. There are 13 cases of sharia economy in 
Surakarta Religious Court since 2015-2017. But no single case has been 
mediated by a mediator's judge. Therefore, the authors are interested in 
conducting research in the Religious Court of Surakarta against the process 
of mediating Islamic economic case. 
 
 This study aims to determine the process of sharia economic mediation, 
the role of judges as mediators and factors that affect the failure of mediation 
of Islamic economic case in the Religious Court of Surakarta. This research 
is field research . The data was collected by interviewing mediator judges at 
the Religious Court of Surakarta and documentation. Using qualitative 
descriptive analysis technique. 
 
The results of this study is the judge mediator in carrying out mediation 
has been done as much as possible and help the parties formulate the 
intersection in solving the problem. Factors affecting the failure of mediation 
are: the parties do not understand the sharia economic contract, the absence 
of the parties, the absence of agreement and lack of mediator skills. 
 
 
Keywords: Mediator, Sharia Economic Case, Mediation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini terus mengalami peningkatan 
setiap tahunnya, hal ini menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2015 
industri perbankan syariah memiliki total aset 296 Triliun dengan pangsa 
pasar 4,96%. Aset tersebut tersebar di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 12 
Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS).
1
 Seiring dengan perkembangan perbankan syariah kadang pula 
menimbulkan sengketa antara nasabah dengan perbankan, perbankan dengan 
perbankan ataupun perbankan dengan lembaga lain. 
Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka 
kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan 
perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku 
yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak 
dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa.
2
 
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara 
individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok 
dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan dan yang lainnya. 
Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 
pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini 
                                                          
1
 http://www.ojk.go.id/files/box/roadmap-pbs2015-2019.pdf diakses pada tanggal 8 
Januari 2018. 
2
 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 
Pengadilan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.  
2 
 
kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan 
memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka 
terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.
3
 Ketika sengketa itu timbul 
dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah antar pihak maka para pihak 
mencari keadilan melalui lembaga peradilan yang bertugas menerima, 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara para pihak. Dengan harapan agar 
mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang 
berlaku. Dalam proses litigasi pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim 
kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksanakan dalam tiap 
persidangan, tetapi para pihak tidak menghiraukan dan tetap ingin 
melanjutkan persidangan. Lalu peran hakim yang dahulu untuk pengupayaan 
perdamaian bersifat pasif diubah menjadi bersifat aktif. Hakim juga berperan 
sebagai mediator bagi usaha perdamaian para pihak.   
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa 
perkara untuk memerintahkan pihak menempuh mediasi yang akan dipandu 
oleh mediator. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak 
menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka tingkat 
banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan 
pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.
4
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Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak 
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam 
upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang 
bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang 
memuaskan para pihak.
5
   
Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial 
sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi. 
Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim 
menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi 
persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu: “Menghukum para 
pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar 
putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara 
dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.6 Jika mediasi di 
pengadilan tingkat pertama berjalan dengan baik, maka hal ini dapat 
mengurangi jumlah penumpukan perkara pada tingkat banding ataupun 
kasasi. Karena dengan sendirinya jumlah perkara melalui tingkat banding 
ataupun kasasi akan berkurang. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 
2016 yaitu: “Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan 
Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik 
dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama”. 
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Kaitannya dengan perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi 
kewenangan pengadilan agama hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 3 
Tahun 2006 sebagai amandemen atas UU No. 7 Tahun 1989  tentang 
Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 ini  memberikan perubahan yang 
sangat signifikan terutama soal kewenangan absolut Peradilan Agama. 
Sebelumnya, Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 hanya 
berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, 
infak dan sedekah. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama 
telah diperluas dengan kewenangan dalam ekonomi syariah.
7
  
Hal ini diperkuat dengan adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012 Dalam 
Amar Putusannya, mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, 
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2) dalam 
penjelasannya dijabarkan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan 
“penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya 
sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum”.  
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata 
lain, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dihapuskan dan tidak berlaku lagi. 
Karena dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi nasabah 
dan unit usaha syariah. Di samping adanya ketidakpastian hukum dan 
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menimbulkan kerugian, Pasal 55 ayat (2) tersebut juga menimbulkan adanya 
tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan 
yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah 
sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa peradilan 
agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga 
ekonomi syariah.  
Dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta dapat 
memeriksa perkara ekonomi syariah. Terdapat 13 perkara ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Surakarta sepanjang tahun 2015-2017. Dari 13 kasus 
perkara ekonomi syariah  di Pengadilan Agama Surakarta sudah melalui 
proses mediasi tetapi belum ada satupun yang berhasil.  
Proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2015 sampai 
awal Februari mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Setelah diterbitkan 
PERMA yang baru maka mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan mediasi yaitu pra mediasi, proses 
mediasi dan tahapan akhir proses proses mediasi. Mediasi yang menghasilkan 
kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau penggugat 
mencabut perkaranya. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap 
seperti putusan hakim berbeda dan tidak dapat dilakukan banding.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
menyusun skripsi yang berjudul “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam 
Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama 
Surakarta Tahun 2015-2017”. 
6 
 
B. Rumusan Masalah 
Berawal dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sejauh mana usaha hakim sebagai mediator dalam proses mediasi perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015-2017? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015-2017? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam mediasi perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mediasi perkara  
ekonomi syariah tidak berhasil di Pengadilan Agama Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu hukum 
khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Surakarta. 
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2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
penentu kebijakan, Pengadilan Agama maupun praktisi hukum lainnya 
dalam proses mediasi. 
 
E. Kerangka Teori 
Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak 
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian. Keberadaan mediator dalam proses mediasi menjadi sangat 
penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan 
keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak 
kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Peran dan fungsi 
mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila 
mediator menjalankan peran sebagai berikut:
8
 
1. Penyelenggara pertemuan. 
2. Pengendali emosi para pihak. 
3. Pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pendapatnya. 
4. Pemimpin diskusi rapat. 
Adapun sisi kuat peran mediator adalah sebagai berikut:
9
 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 
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2. Merumuskan titik temu kesepakatan para pihak. 
3. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 
4. Membantu para pihak untuk menganalisis pemecahan masalah. 
Peran dan fungsi mediator adalah sebagai berikut: 
1. Mediator mendorong para pihak bersikap aktif 
Disini mediator menjalankan peran sebagai pihak yang mendorong 
para pihak membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan 
penyelesaian. Apabila para pihak mulai bisa bersikap aktif mencari metode 
penyelesaian, maka tugas mediator bisa lebih ringan. Karena para pihak 
tidak menghambat justru bersama-sama aktif mencari formula 
penyelesaian.
10
 
2. Membaca keseimbangan para pihak 
Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa 
harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan 
posisi tersebut  kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dengan keseimbangan para pihak. 
Dengan memahami posisi keseimbangan maka kebutuhan riil, prioritas 
substansi juga hal-hal yang boleh dilewatkan (tidak menjadi prioritas) bisa 
difahami oleh mediator.
11
 
3. Membangun citra mediator dalam pandangan disputants 
Para pihak yang bersengketa (disputants) harus mampunyai 
kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran 
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yang diberikan oleh mediator. Sebaliknya mediator harus benar-benar 
dalam kondisi yang imparsial (tidak memihak). Kepercayaan yang 
dimaksud adalah menumbuhkan perasaan dari pihak yang bersengketa 
bahwa: 
a. Mediator adalah pihak yang benar-benar netral. 
b. Mediator mempunyai simpati yang serius kepada masing-masing 
pihak terkait sengketa yang dihadapi. 
c. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi 
terhadap para pihak maka tujuannya adakah untuk kebaikan semua 
pihak.  
Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata 
Inggris, yaitu mediation.  Para penulis dan sarjana di Indonesia kemudian 
lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi”. Pendekatan konsensus 
atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala 
sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan hasil kesepakatan 
atau persetujuan para pihak.
12
 Sedangkan pengertian lain mengenai mediasi 
dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
Di Pengadilan yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator”. 
Mediasi dalam proses litigasi wajib dilakukan oleh para pihak yang 
berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang 
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pertama dan selama proses persidangan berlangsung masih dapat 
dimungkinkan untuk perdamaian sampai sebelum hakim membacakan 
putusannya. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib 
menghadap kembali pada Hakim sidang yang ditentukan dan jika para pihak 
mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu 
akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib 
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang 
dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.
13
 
Istilah teori penyelesaian sengketa bersal dari terjemahan bahasa Inggris, 
yaitu dispute settlement of theory. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan 
theorie van de beslecthing van geschillen. Penyelesaian sengketa perbankan 
syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata, dapat 
dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
14
  
Namun, karena ini cakupannya dilingkup Pengadilan Agama maka yang 
akan dibahas melalui jalur litigasi saja. Salah satu cara penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah adalah melalui jalur litigasi. Pengadilan Agama yang diberi 
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah 
sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf  UU No.3 Tahun 2006 yaitu:
15
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“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara termasuk perkara ekonomi syariah. 
Oleh karenanya, sangat tepat jika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh 
Peradilan Agama, sebagaimana telah berjalan dan dipraktikkan berdasarkan 
UU No. 3 Tahun 2006. Bila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, 
termasuk di dalammnya perbankan syariah, dialihkan kepada yang lain, maka 
terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman 
sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan 
berdasarkan prinsip syariah.
16
  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Jurnal Nita Nurvita (2016) yang berjudul “Peranan Mediator Dalam 
Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Hasil 
penelitian ini bahwa peranan mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru 
belum berjalan efektif dengan faktor sebagai berikut: pertama, para hakim 
telah menjalankan tugasnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tetapi 
belum efektif dikarenakan faktor fasilitas dan sarana, kepatuhan para pihak 
dan kebudayaan. Kedua, terdapat 16 orang hakim yang tidak bersertifikat dan 
terdapat satu hakim yang bersertifikat saja. Ketiga, kurang efektifnya hakim 
yang merangkap menjadi mediator dalam segi waktu karena volume perkara 
banyak sedangkan jumlah hakim terbatas.
17
 Berbeda dengan skripsi yang saya 
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susun yakni membahas peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian 
perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta dan proses 
mediasi sudah menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016. 
Skripi Muhammad Ikhsanudin (2012) yang berjudul “Upaya Mediasi 
Dalam Sengketa Poligami Di LSM SPEK-HAM Surakarta Tahun 2008-2010 
(Studi Kasus Dalam Prespektif PERMA No. 1 Tahun 2008)”. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada dasarnya setiap 
permasalahan membutuhkan yang namanya penyelesaian, mediasi merupakan 
salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Bisa dilakukan secara litigasi 
maupun non-litigasi. Non-litigasi sebagaimana yang telah dilakukan SPEK-
HAM dalam mendampingi para pihak dalam sengketa keluarganya masing-
masing antara tahun 2008-2010 yang lebih memilih dengan non-litigasi.
18
 
Berbeda dengan skripsi yang saya susun menggunakan PERMA No.1 Tahun 
2016 dan usaha hakim mediator dalam mendamaikan para pihak untuk 
perkara ekonomi syariah. 
Skripsi Annisaa’ Noer Fadhilah (2013) yang berjudul “Peranan Lembaga 
Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perkara Perceraian (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Surakarta)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga mediasi/ mediator dalam 
mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta antara lain 
dengan membangun kepercayaan, menganalisis konflik dan masalah, 
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 Muhammad Ikhsanudin, “Upaya Mediasi Dalam Sengketa Poligami Di LSM SPEK-
HAM Surakarta Tahun 2008-2010 (Studi Kasus Dalam Prespektif PERMA No. 1 Tahun 2008)”, 
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mengumpulkan informasi, mengatasi dan mengontrol emosi para pihak dan 
menawarkan solusi para pihak. Faktor yang menghambat mediasi berhasil 
adalah masalah hati, ketidakjujuran, emosional. Sedangkan faktor yang 
mendukung keberhasilan mediasi adalah keterbukaan para pihak, 
pertimbangan akibat jatuhnya perceraian.
19
 Berbeda dengan skripsi yang saya 
susun yang membahas mengenai peran hakim sebagai mediator dalam 
perkara ekonomi syariah. Kendala-kendalanya serta sejauh mana efektifitas 
peran hakim dalam melakukan proses mediasi. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis penelitian 
lapangan (field research), yang bertujuan untuk mempelajari secara 
intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 
unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat.
20
 Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dengan 
wawancara secara langsung dan dokumen yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
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2. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah 
hasil wawancara dan observasi secara langsung Hakim di Pengadilan 
Agama Surakarta. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
21
 
1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas (autoritarif). Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
(KUHPer), PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan. 
2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum 
yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri atas: 
skripsi dan jurnal-jurnal hukum. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 
oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan 
untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 
mungkin kepada subjek penelitian.
22
 Maka penulis menggunakan 
wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan yang diajukan 
teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan 
kepada hakim mediator yang melakukan mediasi perkara ekonomi 
syariah di Pengadilan Agama Surakarta. 
b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku yang 
berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
23
 
Hal ini berupa gambaran umum dan struktur organisasi, data perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, serta data lain untuk 
menunjang penelitian ini. 
c. Observasi kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan secara 
sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan 
hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 
dilakukan.
24
 Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan 
Agama Surakarta. Peneliti menggunakan observasi non partisipan 
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karena peneliti tidak mengikuti proses mediasi karena mediasi sifatnya 
tertutup. 
4. Teknik Analisa Data: 
Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan adalah analisa 
deskriptif kualitatif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan 
untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek yaitu hakim 
mediator dan objek yaitu perkara ekonomi syariah  sebagaimana hasil 
penelitian yang dilakukan penulis.
25
 
 
H. Sistematika Penelitian 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Antara 
bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 
berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I: merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II: merupakan bab yang berisi tentang landasan teori yang meliputi 
proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, upaya perdamaian, pengertian 
mediasi, dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediator, prosedur mediasi 
dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan skill mediator. 
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 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek…,  hlm. 183. 
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BAB III: gambaran umum  dan deskripsi deskripsi penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang terdiri dari profil 
Pengadilan Agama Surakarta, wewenang, struktur, visi dan misi, prosedur 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan proses mediasi di Pengadilan 
Agama Surakarta. 
BAB IV: merupakan analisis penelitian tentang usaha peran hakim sebagai 
mediator dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan 
agama Surakarta dan Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses 
mediasi di Pengadilan Agama Surakarta. 
BAB V: Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan 
merupakan jawaban pokok dari penelitian ini. 
18 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di luar pengadilan 
(non-litigasi) atau di dalam pengadilan (litigasi). Untuk pilihan di luar 
lembaga peradilan ada dua opsi: Melalui arbitrase atau melalui alternatif 
penyelesaian sengketa.
1
  Secara umum penyelesaian sengketa perdata dapat 
dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut: 
1. Secara Non Litigasi 
a. Arbitrase  
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 
didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang 
bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa 
klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang 
dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengeketa.  
Keputusan badan perwasitan (arbitrase) oleh undang-undang 
dipandang sebagai putusan badan peradilan tingkat terakhir, dan 
sekaligus dapat dimintakan eksekusi, yaitu melalui Ketua Pengadilan 
Negeri setempat. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase 
untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu 
lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat 
                                                          
1
 Marhamah Saleh, “ Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Prespektif Hukum Islam Dan 
Indonesia”, “Jurnal Dustruriyah, (Banda Aceh) Vol. II  No. 1, 2012, hlm. 37. 
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Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam 
bisnis Islam, sekarang berubah menjadi BASYARNAS (Badan 
Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang 
terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah. Ada juga BANI (Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa 
bisnis non Islam, dan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal 
Indonesia).
2
 
Penyelesaian sengketa sudah agak lama berkembang adalah 
arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam 
perjanjian, menundukan diri menyerahkan penyelesaian sengketa 
yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan 
bertindak sebagai arbiter. Proses penyelesaian dilakukan dalam 
wadah arbitral tribunal (majelis arbitase).
3
 Arbitrase sangat berbeda 
dengan mediasi (konsiliasi). Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi 
dan kewenangan yakni:  
1) Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk 
menyelesaiakan sengketa. 
2) Untuk itu arbiter (arbitral tribunal) berwenang mengambil 
putusan yang lazim disebut award. 
                                                          
2
 Marhamah Saleh, “ Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Prespektif Hukum Islam Dan 
Indonesia”, “Jurnal Dustruriyah, (Banda Aceh) Vol. II  No. 1, 2012, hlm. 38. 
3
 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 
Pengadilan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20. 
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3) Sifat putusan langsung final and binding (final dan mengikat) 
kepada para pihak. 
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Selain arbitrase, metode yang tak kalah populer dan paling banyak 
diminati masyarakat kecil dan menengah dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) atau 
alternatif penyelesaian sengketa. Metode ini mengarah kepada 
pencapaian sasaran perdamaian. Pada dasarnya perjanjian perdamaian 
tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat 
terakhir. Dengan perkataan lain, tidak dapat lagi diajukan gugatan 
terhadap perkara/persoalan yang sama dan telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (in kracht van gewijsde).
4
 Model Alternatif penyelesaian 
sengketa sebagai berikut: 
1) Negosiasi 
Dalam konteks bisnis, negosiasi adalah hal yang selalu 
dilakukan. Negosiasi biasanya dilakukan sebelum pihak-pihak 
ingin berbisnis mengikat diri dalam suatu kontrak, maupun jika 
terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut 
dikemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah 
lazim dan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh para 
pelaku bisnis. Hal ini biasanya dicantumkan dalam klausula 
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 Marhamah Saleh, “ Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Prespektif Hukum Islam Dan 
Indonesia”…, hlm. 39. 
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kontrak, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa mengenai 
pelaksanaan kontrak tersebut dikemudian hari langkah 
penyelesaiannya pertama yang dilakukan adalah melalui negosiasi 
atau musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi, 
baru dilakukan cara-cara lain seperti mediasi, arbitrase maupun 
litigasi.
5
 
2) Mediasi 
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak 
ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang 
efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk 
mengoordiasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam 
proses tawar menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi. 
Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau 
hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan 
suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan 
penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi adalah 
penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar 
dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan 
pihak-pihak yang bersengketa.  Mediator membimbing para pihak 
untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang 
mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan 
dalam bentuk perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang 
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 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 
Pengadilan…, hlm. 23-24. 
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menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang 
karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil kemauan para 
pihak itu sendiri. 
6
 
3) Konsiliasi  
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 
fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang 
menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada 
para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat 
konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final 
dan mengikat kepihak. 
Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan 
suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar 
dari snegketa, proses ini disebut konsiliasi. Salah satu perbedaan 
antara mediasi dan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yang 
diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa, 
sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha 
membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu 
kesepakatan.
7
 
2. Secara Litigasi 
Litigasi adalah adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, 
semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 
mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian 
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sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang 
satu menang dan pihak lain yang kalah. 
Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang 
diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana 
para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua 
pilihan yang bertentangan.
8
 
Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa 
para pihak pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan 
(advocacy) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. 
Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk 
persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan 
penyelidikan fakta.
9
 
 
B. Pengertian Mediasi 
1. Pengertian mediasi dalam hukum Islam 
Secara bahasa, as-sulh berati menyelesaikan perselisihan atau 
pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian sulh dengan akad 
yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Dengan demikian, akad 
yang digunakan dalam sulh bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan pertengkaran antara dua pihak yang terikat dengan akad 
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sebelumnya. Akad yang digunakan dalam sulh bertujuan untuk 
mewujudkan perdamaian antara para pihak yang terlibat persengketaan.
10
 
Tujuan kembali kepada akad adalah untuk melihat sejauhmana 
tingkat inkonsistensi dan wanprestasi dari komitmen yang dituangkan 
dalam akad. Sulh sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupaya 
oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha 
membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak 
ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses sulh. 
Penerapan sulh dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas tidak hanya 
digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan harta, 
tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan 
politik.
11
 Mengenai perdamaian terdapat dalam firman Allah SWT dalam 
al-Qur’an surah Al-Hu}jurat ayat 9 yang berbunyi:  
ىَرْخُْلْا ىَلَع َاُهُاَدْحِإ ْتَغ َب نَِإف اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف اوُل َتَت ْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَِفئَاط نِإَو 
  ُوطِسَْقأَو ِلْدَعْلِاب اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصََأف ْتءَاف نَِإف ِهَّللا ِرَْمأ َلَِإ َءيَِفت َّتََّح يِغْب َت ِتَِّلا اوُِلتاَق َف ا 
 َينِطِسْقُمْلا ُّب ُِيُ َهَّللا َّنِإ 
Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 
berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 205. 
11
 Ibid., hlm 204  
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(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali 
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduasnya dengan adil 
dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil.
12
 (Q.S. Al-Hu}jurat ayat 09). 
Dan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi: 
 ًازوُشُن اَهِلْع َب نِم ْتَفاَخ ٌَةَأرْما ِنِإَواًحْلُص اَمُه َن ْ ي َب اَحِلْصُي نَأ اَمِهْيَلَع َْحاَنُج َلاَف اًضَارْعِإ َْوأ 
  ِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ َناَك َهّللا َّنَِإف ْاوُق َّ ت َتَو ْاوُنِسُْتُ نِإَو َّح ُّشلا ُسُفَنلْا ِتَرِضْحُأَو ٌر ْ يَخ ُحْلُّصلاَو ًي ا 
Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz  atau 
bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu 
memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan.
13
 (Q.S. An-Nisa’ ayat 128). 
 
2. Pengertian mediasi dalam hukum positif 
Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, ”mediation” yang artinya 
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah 
atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya 
dinamakan mediator atau orang yang jadi penengah.
14
 Dalam Pasal 1 ayat 
(1) PERMA No.1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
yaitu: Mediasi adalah: “cara penyelesaian sengketa melalui proses 
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 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & 
Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), hlm. 516. 
13
 Ibid., hlm. 99 
14
 John Echols Dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2003), hlm, 377. 
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perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 
oleh mediator”.  
Jika mediasi berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian 
(dading) yang selanjutnya pengadilan akan menghukum para pihak untuk 
mentaati isi perdamaian tersebut. Mediasi berhasil mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan tidak diperkenankan untuk melakukan banding. Dalam 
pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah  
Suatu persetujuan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan 
atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri sesuatu perkara yang 
sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Oleh karena itu, 
harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang 
berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu 
perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan 
sepenuhnya.
15
 
Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung 
pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi 
harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi 
dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang 
bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). 
Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak bersengketa 
dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai 
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 Nurnainingsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 
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faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi 
berakhir dengan jalan buntu (deadlock stalemate).
16
 
 
C. Dasar Hukum Mediasi 
1. Pancasila dan UUD 1945 
Disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa 
adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat merupakan 
falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, 
termasuk penyelesaian sengketa.Musyawarah mufakat sebagai nilai 
filosofi bangsa dijelmakan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam 
sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
17
 Keputusan 
didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala 
keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjamin 
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 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.13. 
17
 Gatot Soemartono, R.M, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia 
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supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak 
ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.
18
  
Jelas bahwa negara Hukum yang dimaksud yang berati negara 
bukan hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam saja, yang 
menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak pada pelanggar 
hukum. Pengertian negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi 
seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian negara 
hukum material yaitu negara harus bertanggung  jawab terhadap 
kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.
19
 
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv) 
a. Pasal 130 HIR: 
1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum 
datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua 
mencoba akan memperdamaikan mereka. 
2) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka waktu sidang 
dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai 
putusan yang biasa. 
3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan banding. 
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 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Paduan Pemasyarakatan 
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4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu 
dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti 
peraturan pasal berikut (pasal 131). 
b. Pasal 154 Rbg: 
1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang 
menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaran ketua 
berusaha mendamaikannya. 
2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga 
dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati 
perjanjian yang telah dibut dan akta itu mempunyai kekuatan serta 
dapat dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 
3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan 
banding. 
4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan 
campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130) 
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU 
nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI 
Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144. 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 
(Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). 
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5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
8. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
 
D. Peran Dan Fungsi Mediator 
Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak 
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian. Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh 
pihak yang mempunyai otoritas tertentu. Dipilihnya seseorang mediator 
dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, 
kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai 
otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.
20
  
Adakalanya di suatu pengadilan tidak terdapat mediator yang mempunyai 
sertifikat dari kalangan mediator hakim, mediator pegawai pengadilan 
maupun mediator eksternal. Dalam kondisi semacam itu, maka ketua 
pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan 
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yang berupa pemfungsian hakim yang tidak bersertifikat mediator menjadi 
akim yang bisa menjalankan fungsi sebagai mediator. Sesuai dengan 
ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: “berdasarkan 
surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat 
menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau tidak terdapat 
keterbatasan jumlah mediator bersertifikat”. SK ketua pengadilan tersebut 
bisa digunakan oleh hakim yang belum bersertifikat untuk melakukan tugas 
sebagai mediator dengan peran dan tugas yang sama dengan hakim mediator 
yang telah bersertifikat. Wewenang tersebut diberikan kepada ketua 
pengadilan dengan tujuann supaya jangan sampai karena keterbatasan 
personel mediator bersertifikat kemudian sampai ada perkara perdata yang 
tidak dilaksanakan mediasi padahal dalam pelaksanaan mediasi sifatnya 
adalah wajib.
21
 
Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah apabila mediator 
menjalankan peran sebagai berikut: 
1. Penyelenggaran pertemuan. 
2. Pemimpin diskusi rapat. 
3. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segera 
menemukan pendapanya. 
Adapun sisi kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator 
mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 
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2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu 
pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa harus diselesaikan. 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. 
Peran dan fungsi mediator: 
1. Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Aktif  
Mediator bisa mendorong para pihak untuk membuat formulasi 
penyelesaian sendiri. Pasal 14 huruf j PERMA No.1 Tahun 2016 hal yang 
bisa dilakukan mediator antara lain adalah mendorong para pihak untuk 
secara langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator juga 
wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan 
mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para 
pihak.
22
 Apabila para pihak berperan aktif maka tugas mediator akan lebih 
ringan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk 
menyelesaikan masalah. 
2. Membaca Keseimbangan Posisi Pihak Yang Bersengketa 
Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa 
syarat yang diperlukan yaitu: 
a. Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak. 
b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan. 
c. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat. 
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d. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih 
penting dibandingkan dengan penyelesaian yang cepat. 
Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa 
harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan 
posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dan posisi keseimbangan para 
pihak. Dengan mengetahui posisi para pihak maka mediator dapat 
memetakan mengenai kebutuhan, prioritas masing-masing pihak.  
3. Membangun Citra Mediator Dalam Pandangan Disputant 
Para pihak yang bersengketa (disputant) harus mempunyai 
kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran 
yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang 
imprasial (tidak memihak). Salah satu langkah awal agar mediasi berhasil 
adalah dengan cara untuk menumbuhkan kepercayaan kepada mediator. 
Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan menyarankan kepada 
para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama 
dan mengemukakan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi 
perbedaan kepentingan yang timbul. Usulan dari mediator biasanya 
disampaikan setelah para pihak tidak mempunyai jalan keluar lagi. Akan 
tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran 
yang selalu aktif dalam substansi mengandung risiko, yaitu bahwa hasil 
akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu 
pihak bukan sebagai hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si 
34 
 
 
mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati 
menerima hasil kesepakatan.
23
  
Untuk mengupayakan perdamaian, maka hakim harus bertindak 
serius, aktif, dan rutin mendorong para pihak. Untuk bisa bertindak aktif 
sebagai juru damai hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang 
mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa. Dalam hukum acara 
perdata, hakim memang dituntut untuk bisa meyakinkan para pihak yang 
bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata dengan suatu keputusan 
(vonis) pengadilan sebenarnya bukan suatu penyelesian yang paling baik 
dan tepat seperti diduga kebanyakan orang. Tetapi tentu saja hakim 
mempunyai hak apalagi kewenangan untuk memaksa para pihak yang 
bersengketa supaya berdamai. Faktor kerelaan para pihak untuk berdamai 
adalah keniscayaan yang tidak bisa terlelakan. 
Menyelesaikan sengketa perdata melalui perdamaian. Baik dipandang 
dari segi efektivitas waktu, biaya, dan tenaga maupun dari segi hubungan 
sosial kemasyarakatan adalah lebih baik. Dengan dilaksanakannya 
perdamaian antara para pihak yang bersengketa tetap untuh dan harmonis. 
Apabila hal tersebut disampaikan oleh hakim kepada para pihak yang 
bersengketa diharapkan timbul pengertian, kesadaran dan keinginan para 
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pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa di antara mereka 
melalui perdamaian.
24
 
Untuk bisa mendorong para pihak agar melupakan penyelesaian 
sengketa melalui putusan dan berpaling pada upaya damai tentu saja 
hakim harus mempunyai kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, 
misalnya kemampuan mengenai psikologi. Pemahaman psikologi sangat 
membantu hakim untuk bisa mendalami suasana batin atau karakter para 
pihak sehingga dapat mendorong upaya perdamaian secara aktif. 
 
E. Skill Mediator 
Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta 
kebiasaan meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa proses 
pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah yang baik serta 
rasional untuk menyelesaikan sengketa. Tentunya tidak semua tipe sengketa 
bisa diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar sengketa yang masuk 
dipengadilan dalam bentuk gugatan adalah sengketa yang sudah akut. 
Sebelum masuk pengadilan biasanya sudah diupayakan musyawarah ditingkat 
kekeluargaan. Maka tugas mediator di pengadilan pada dasarnya adalah 
berusaha menyelesaikan atau mendamaikan sengketa yang sudah gagal 
diselesaikan dalam tahap sebelum masuk ke pengadilan. Tentunya hal 
tersebut bukan tugas yang ringan karena kadang-kadang sejak awal mediasi 
para pihak sudah menyatakan supaya mediasi dinyatakan gagal saja karena 
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musyawarah sudah dilaksanakan sebelumnya dan tidak berhasil. Dari situ saja 
sudah kita ketahui betapa kesulitan pelaksanaan mediasi bahkan dimulai sejak 
hari pertama pelaksanaan mediasi.
25
 
Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada 
kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seorang 
dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini 
penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan 
mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para 
pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. 
Meskipun demikian mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak 
menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang 
memuaskan para pihak. oleh karenannya, mediator harus memiliki sejumlah 
persyaratan dan keahlian (skill), yang akan membantunya menjalankan 
kegiatan mediasi.
26
 
Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses 
penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi 
tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 
sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal mediator 
berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya 
untuk menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak 
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berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. 
Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki 
mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.
27
 
Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain, kemampuan 
membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, 
tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah 
pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi. Kemampuan 
personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus 
ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediator juga harus menunjukkan sikap 
empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap 
persengketaan yang mendera kedua belah pihak.  
Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-
sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan 
sengketa mereka. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati 
melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-
menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan 
tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang mediator.
28
  
Beberapa hal krusial pengembangan skill mediator sebagai berikut: 
1. Menumbuhkan kemampuan natural problem solving 
Secara alamiah kemampuan sebagai mediator bisa dikembangkan 
melalui kebiasaan mendengar sebanyak-banyaknya. Dengan banyak 
mendengar maka kita bisa mengetahui fakta, pendapat bahkan asumsi 
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pihak yang sedang berbicara. Setelah banyak menyerap informasi melalui 
mendengar, maka tahap selanjutnya adalah secara aktif menggali 
informasi melalui tanya jawab. Berdasarkan apa yang terkumpul melalui 
mendengar serta mengumpulkan informasi tersebut maka posisi sengketa 
secara utuh bisa dipetakan. Setelah terpetakan maka selanjutnya mediator 
bisa membuat pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Selanjutnya dari 
pilihan tersebut ditawarkan satu persatu kepada pihak yang berengketa. 
29
 
Pada proses mediasi mediator harus secara tepat memahami tipe 
sengketa serta tipikal pihak yang bersengketa. Dari dua hal tersebut 
selanjutnya mediator akan memutuskan pola komunikasi apa yang 
digunakan dalam mediator. Serta kerangka legal detail yang perlu 
disiapkan untuk meyakinkan para pihak bahwa perdamaian yang akan 
dibahas adalah solusi yang terbaik bagi para pihak.
30
 
2. Kemampuan untuk keluar dari pola pikir disputants 
Pihak yang bersengketa atau disputants dalam mediasi biasanya sudah 
punya pola penyelesaian yang baik menurut mereka. Penggugat dan 
tergugat mempunyai pola penyelesaian sengketa sendiri. Sering kali 
terjadi benturan dalam sesi dialog. Dalam hal ketika masing-masing 
pihak kukuh pada usulan masing-masing sebaiknya mediator keluar dari 
kedua pola pikir atau usulan penyelesaian para pihak tersebut.
31
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Dorongan untuk berdamai perlu sebagai sebuah penguatan aspek 
psikologis kepada kedua belah pihak tetapi yang juga terpenting adalah 
mediator menyediakan pilihan riil pola kesepakatan yang bisa 
dilaksanakan. Sehingga mediasi bisa berjalan secara progresif tidak 
terlalu lama berhenti dalam kebuntuan dialog. Jika terjadi kebuntuan 
dialog hal ini akan menurunkan para pihak untuk beridalog dan 
negosiasi.
32
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 
 
A. Profil Pengadilan Agama Surakarta 
Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi 
mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan 
peradilan Indonesia yang Agung. Melaksanakan sebagian tugas pokok 
kekuasaan Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan 
mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah 
hukum Pengadilan Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas 
tersebut secara teknis yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah 
pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menyelenggarakan 
Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, sarana dan prasarana yang 
diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat 
menikmati dan mendapatkan kepastian hukum. 
Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta 
menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M
2 
diatas tanah seluas 
741 M
2 
terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-
643643 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status 
gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia. Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 
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Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara110º 45’15” dan 110º 
45’35” Bujur Timur 70º 36’ dan 70º 56’ Lintang Selatan.Yang berdasarkan 
Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 sebagai berikut bahwa 
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA SOLO” secara umum 
merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar 95 m dpl, 
dengan luas 44,1 km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah) Surakarta berada 
sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di 
antara Gunung Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu 
(tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang pegunungan 
sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui oleh Bengawan Solo, 
sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya. Berdasarkan 
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota 
Surakarta pada semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269 
jiwa, terdiri dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan 
dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di 
Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke 
13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota 
administratif di Indonesia.  
Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2017 mendapatkan prestasi 
kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A. Kenaikan kelas ini 
berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 
37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 
42 
 
Pengadilan Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk 
meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi 
birokrasi di bidang peradilan.
1
 
 
B. Wewenang Pengadilan Agama Surakarta 
1. Kewenangan Absolut 
Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan 
yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 
pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 
kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama 
Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam UU No.3 
Tahun 2006. 
2
 
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertana antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang:
3
 
a. Perkawinan  
b. Warisan 
c. Wasiat 
d. Hibah 
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3
 Ibid., hlm. 34. 
43 
 
e. Wakaf 
f. Zakat 
g. Infaq 
h. Shodaqah 
i. Ekonomi syariah 
2. Kewenangan Relatif  
Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan 
peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Begitu pula 
pengadilan agama Surakarta yang mempunyai wilayah hukum yang 
membedakannya dengan pengadilan lain.  
Tabel 1 
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta  
No Kecamatan Kelurahan 
1. Banjarsari Kadipiro 
Nusukan 
Gilingan  
Setabelan 
Kestalan 
Keprabon 
Timuran 
Ketelan 
Punggawan 
Mangkubumen 
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Manahan 
Sumber 
Banyuanyar 
2. Pasar Kliwon Joyosuran 
Semanggi 
Pasar Kliwon 
Gajahan 
Kampung Baru 
Baluwarti 
Kedung Lumbu 
Sangkrah 
Kauman 
3. Jebres Kepatihan Kulon 
Kepatihan Wetan 
Sudiroprajan 
Gandekan 
Sewu 
Pucangsawit 
Jagalan 
Purwodiningratan 
Tegalharjo 
Jebres 
Mojosongo  
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4. Serengan  Kratonan 
Jayengan 
Kemlayan 
Joyontakan 
Danukusuman 
Serengan 
Tipes  
5. Laweyan  Pajang 
Laweyan 
Bumi 
Panularan 
Penumping 
Sriwedari 
Purwosari 
Sondakan 
Kerten 
Jajar 
Karangasem  
          Sumber: Data Pengadilan Agama Surakarta 
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C. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta 
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta 
Tabel 2 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta 
KETUA 
Drs. Bahruddin, M.H 
 
WAKIL KETUA 
- 
 
 
Panitera 
M. Munir, S.H., 
 
Panmud Permohonan 
Umi Sangadah, S.H. 
  
 
 
 
 
    
Sumber: Data Pengadilan Agama Surakarta 
 
 
Hakim 
Dra. Hj. Choiriyah 
Drs. H. Makmun, M.H. 
H. Zuhaidi, S.H. 
Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. 
Drs. Jayin, S.H. 
Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H. 
Sekretaris 
Ichwan 
Firmansyah 
Assidiqi, S.Ag. 
Kasubag Perencanaan, Ti Dan 
Pelaporan 
Diana Rulianti, S. Kom 
Kasubag Kepegawaian 
Organisasi Dan Tata Laksana 
Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. 
Panmud Gugatan 
Hj. Tri Murti, S.H. 
Staff Pelaksana 
Sukarmin 
Panmud Hukum 
Hj. Istriyah, S.H. 
Kasubag Kepegawaian 
Organisasi Dan Tata Laksana 
Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. 
 Jabatan Fungsional 
Panitera Pengganti 
Sugeng Riyadi 
Muhammad Fatoni 
Siswato, S.H. 
Korizah Triahani, S.H. 
 
Jurusita/Jurusita Pengganti 
H. Makarim 
Suparmo 
Topo Cipto Nugroho, A. Md 
Ratna Evayanti, S.E. 
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2. Visi  
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan 
masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah 
SWT. 
3. Misi  
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang di ajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah, secara cepat, 
sederhana dan biaya ringan.  
 
D. Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama 
Surakarta  
 Proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Surakarta dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan acara sederhana dan 
pemeriksaan acara biasa sesuai PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah.  
1. Mekanisme pemeriksaan acara sederhana 
a. Pendaftaran 
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa 
surat gugatan. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari 
penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu 
kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama yang domisili daerah 
hukum pengadilan yang sama pula. 
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b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 
Meja pertama meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana, jika 
tidak lengkap maka petugas meja pertama mengembalikan gugatan 
pada penggugat. Kalau dinyatakan lengkap maka petugas meja 
pertama menyerahkan blanko formulir gugatan sederhana 
c. Menetapkan panjar biaya perkara   
Petugas meja pertama memberikan slip setoran panjar biaya dan 
membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah itu, ketua 
pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal dan panitera 
menunjuk panitera pengganti. 
d. Pemeriksaan pendahuluan 
Apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka 
dikeluarkan  penetapan bukan gugatan sederhana atau jika memenuhi 
persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan hari 
sidang. 
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak 
Juru sita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak dan jarak 
waktu pemanggilan dengan persidangan paling lambat selama 2 hari. 
Apabila penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan 
yang sah maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tertgugat pada sidang 
pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa 
alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara 
contradictoir yaitu putusan yang dijatuhkan berhubung dengan tidak 
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hadirnya tergugat. Jangka waktu pemeriksaan acara sederhana selama 
25 hari kerja terhitung sejak dilakukan sidang pertama.  
2. Pemeriksaan acara biasa 
a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa 
surat gugatan atau permohonan. 
b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan 
surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat 
gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Petugas meja pertama meneliti 
dan  menentukan apakah perkara ekonomi syariah tersebut masuk 
gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.  
c. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap 
perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar 
biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan 
berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut 
dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau 
Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.  
d. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau 
permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa 
Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).  
e. Pihak berperkara menyerahkan kepada kasir surat gugatan atau 
permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 
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f. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar 
biaya perkara ke bank. 
g. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip 
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 
tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), 
seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak 
berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan 
uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 
h. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi 
dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank 
tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
kepada kasir. 
i. Kasir setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali 
kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda 
lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan 
pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan 
atau permohonan yang bersangkutan. 
j. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat 
gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) 
rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM). 
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k. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau 
permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor 
register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil 
dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 
l. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat 
gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada 
pihak berperkara. Pendaftaran Selesai Pihak/pihak-pihak berperkara 
akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke 
persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan 
hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). 
 
E. Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Surakarta 
Proses mediasi tahun 2015-Februari 2016 memakai PERMA No. 1 Tahun 
2008 dan pada bulan Februari 2016-sekarang memakai PERMA No 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat perbedaan antara  
memakai PERMA No. 1 Tahun 2008  dengan PERMA No 1 Tahun 2016 
yaitu: pertama, batas waktu lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kedua, 
adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan atau tanpa 
diwakilkan oleh kuasa hukum dengan pengecualian tidak bisa hadir karena 
sakit yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan dari dokter atau 
mempunyai tuntutan kerja atau profesi yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, 
adanya itikad baik yaitu para pihak harus datang dalam proses mediasi. Jika 
para pihak tidak beritikad baik dan sudah dipanggil 2 kali berturut-turut 
52 
 
dengan panggilan secara patut dan sah tidak hadir maka dinyatakan gugatan 
penggugat tidak dapat diterima dan dikenai juga biaya mediasi. 
Pada sidang pertama hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak 
untuk melaksanakan mediasi dan majelis hakim menjelaskan prosedur 
mediasi kepada para pihak. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 
(1) dan (6) yaitu:  
Pasal 17 ayat (1) yaitu: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan 
dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para 
pihak untuk menempuh mediasi”. Pasal 17 ayat (6) yaitu: “Hakim 
pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para 
pihak”. Prosedur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 meliputi: 
1. Pengertian dan manfaat mediasi 
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 
Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik 
dalam proses Mediasi;  
3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim 
dan bukan pegawai pengadilan;  
4. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta 
perdamaian atau pencabutan gugatan; dan  
5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan 
mediasi.  
 
Setelah dilaksanakan sidang pertama para pihak memilih daftar mediator 
hakim yang tidak memeriksa perkara. Di Pengadilan Agama Surakarta belum 
ada mediator dari luar pengadilan jadi mediatornya berasal dari para hakim 
yang ada. Terdapat 6 hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta  dan 
belum ada yang memiliki sertifikat mediator maka hakim mediator yang 
belum mempunyai sertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal 
tidak ada atau jumlah hakim mediator bersertifikat masih terbatas.
4
 Untuk 
                                                          
4
 Elis Rahmawati, Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara 
Pribadi,  16 Januari 2018, jam 14.00-14.30 WIB. 
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biodata hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana 
terlampir. Sesuai dengan pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu:   
“Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa 
perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim 
menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi 
sebagai mediator dengan mengutamakan hakim bersertifikat”. 
 
Tabel 3 
Daftar Dan Jadwal Mediator Di Pengadilan Agama Surakarta 
 
No Hari Sidang Ruang Sidang Mediator 
1 Senin  
I 
II 
Elis Rahmawati, S.HI, S.H, M.H. 
Dra. Hj. Chairiyah 
2 Selasa  
I 
II 
Drs. H. Makmun, M.H. 
3 Rabu 
I 
II 
Dra. Hj. Chairiyah 
Drs. H. Achmadi, S.H, M.H. 
4 Kamis  
I 
II 
Drs. Jayin, S.H 
H. Zubaidi, S.H 
  Sumber: Data Bagian Informasi Pengadilan Agama Surakarta 
Setelah menunjuk hakim sebagai mediator maka para pihak melakukan 
mediasi pertama dan setelah itu para pihak diwajibkan untuk membuat 
resume perkara dan usulan yang selanjutnya resume perkara tersebut akan 
diserahkan dan dipelajari oleh hakim mediator. Dalam kasus perkara ekonomi 
syariah resume perkara ini akan dipelajari mediator bagaimana akadnya, 
dasar hukumnya, kedudukan para pihak dan objek yang disengketakan agar 
mediator mengetahui masalah apa yang dihadapi antara penggugat dan 
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tergugat serta mencari solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Untuk 
mengadakan pertemuan para pihak, hakim mediator pertama mengusulkan 
kapan diadakan pertemuan untuk mediasi jika para pihak tidak sepakat maka 
para pihak dapat membuat jadwal pertemuan tersendiri dan jadwal itu tidak 
berbarengan dengan jadwal sidang dalam perkara lain dari hakim mediator. 
Untuk Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
penetapan perintah untuk melakukan mediasi.
5
 
Pada saat mediasi hakim mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan 
kepada para pihak bahwa posisi hakim mediator sebagai pihak netral serta 
membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan 
perdamaian. Selanjutnya dalam proses mediasi ekonomi syariah hakim 
mediator mencoba mendorong para pihak untuk mengembalikan ke 
akad/perjanjian semula dan mencari win-win solution agar para pihak ada 
itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian.
6
 
Selama proses mediasi berlangsung kehadiran para pihak berpengaruh 
pada proses mediasi karena jika salah satu pihak tidak hadir maka dapat 
mengganggu jadwal pertemuan mediasi. Hakim mediator dapat menyatakan 
para pihak penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadir setelah dipanggil 
2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah 
                                                          
5
 Achmadi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi,  12 
Januari 2018, jam 09.00-09.30 WIB. 
6
 Chairiyah , Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 12 
Januari 2018, jam 08.30-08.50 WIB. 
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walaupun pada saat mediasi pertama hadir. Hal ini akan berakibat pada 
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. 
Patut diingat bahwa itikad baik adalah kunci dalam proses mediasi. 
Terdapat akibat hukum jika Para Pihak tidak beritikad baik dalam proses 
mediasi. Apa akibat hukum bila Penggugat tidak beritikad baik? Penggugat 
yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima NO 
(Niet Onvankelijke)
7
 dan wajib membayar biaya mediasi. Jika Tergugat yang 
tidak beritikad baik maka tergugat wajib membayar biaya mediasi. Hal ini 
diatur dalam Pasal 23 ayat (4) bahwa: “Biaya mediasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan 
dalam amar putusan akhir”. Dan bila, kedua pihak baik penggugat dan 
tergugat dinyatakan tidak beritikad baik, berdasarkan Pasal 23 ayat (8) 
bahwa: “Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak 
beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 
hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi”.8 
Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, 
mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Karena 
untuk mediasi ekonomi syariah yang berhubungan dengan objek benda 
jaminan, hutang piutang maka terdapat unsur untung rugi antara pihak 
kreditur dengan pihak debitur yang mana kadang membuat mediasi lama dan 
para pihak tetap bersekukuh pada tuntutannya.  
                                                          
7
 NO (Niet Onvankelijke) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat 
diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. 
8
 http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/ diakses tanggal 23 Januari 2018.  
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Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan 
mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis. Para pihak harus 
menyatakan kesepakatan secara tertulis yang memuat persetujuan yang telah 
dicapai oleh para pihak. setelah itu para pihak melalui mediator dapat 
mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar 
dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki 
kesepakatan perdamaian di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian, 
kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau 
klausula yang menyatakan bahwa perkara telah selesai. 
Jika mediasi berhasil sebagian maka Para pihak telah hadir dalam 
pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun 
kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang 
mereka sengketakan atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu orang, 
kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengket. 
Jika mediasi tidak berhasil Para pihak telah hadir dalam pertemuan 
mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun tidak mencapai 
kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam kasus perkara 
ekonomi syariah para pihak tetap kukuh pada kepentingan masing-masing 
yang menyebabkan mediasi yang dilakukan mediator tidak berhasil. 
Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan Salah satu pihak atau kuasa 
hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi 
sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali 
berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah 
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dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata 
diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau 
kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak 
disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir 
dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi 
salah satu pihak dalam proses mediasi atau karena materi perkaranya 
melibatkan kewenangan kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah 
dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak 
berperkara.
9
 
Tabel 4 
Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2017 
No No Perkara dan kasus Mediasi 
Status 
Perkara 
Status 
Putusan 
1 700/Pdt.G/2017/PA.Ska Tidak berhasil  Persidangan   
2 496/Pdt.G/2017/PA.Ska Tidak berhasil Persidangan  
3 384/Pdt.G/2017/PA.Ska Tidak berhasil Persidangan  
4 354/Pdt.G/2017/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
hukum akad 
mura>bah}ah 
Tidak berhasil Pemberitahuan 
Permohonan 
Banding 
 
5 870/Pdt.G/2016/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
Tidak berhasil Permohonan 
Kasasi 
 
                                                          
9
 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung  RI, Buku Tanya 
Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, (Jakarta: Mahkamah 
Agung RI, 2017), hlm. 43-44  
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hukum akad 
mura>bah}ah 
6 728/Pdt.G/2016/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
hukum akad muḍārabah 
Tidak berhasil Minutasi Dicabut  
7 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska 
Wanprestasi akad 
mura>bah}ah  
Tidak berhasil Minutasi Dicabut  
8 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
hukum akad pembiayaan 
mura>bah}ah 
Tidak berhasil Minutasi Ditolak  
9 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
hukum kredit pembiayaan 
musyarakah 
Tidak berhasil Minutasi  Ditolak  
10 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska 
Wanprestasi  
Tidak berhasil Minutasi Tidak 
dapat 
diterima 
11 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska Tidak berhasil Pengiriman 
Berkas 
Banding 
 
12 0641/Pdt.G/2015/PA.Ska Tidak berhasil Minutasi Dicabut  
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Perbuatan melawan 
hukum akad Griya IB 
h{asanah mura>bah}ah 
13 0220/Pdt.G/2015/PA.Ska 
Perbuatan melawan 
hukum 
Tidak berhasil Minutasi  Dicabut  
    Sumber: Data SIPP Pengadilan Agama Surakarta 
 
 
 
 
60 
 
BAB IV 
ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM 
PERKARA EKONOMI SYARIAH 
 
A. Usaha Hakim Sebagai Mediator Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di 
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2017 
Hakim mediator memiliki peran yang sangat penting karena dapat 
menjembatani para pihak dalam merundingkan suatu masalah dan mencari 
jalan keluar yang terbaik dan para pihak dapat terbantu dengan adanya 
mediator karena dapat merumuskan titik temu dari permasalahan yang di 
alami para pihak dan para pihak dapat mengetahui posisinya seerti apa dalam 
akad tersebut.
1
 
 Jika mediasi berhasil dan dikuatkan dalam akta perdamaian atau putusan 
dicabut maka dapat terwujudnya visi dari Mahkamah Agung yaitu proses 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim mediator di Pengadilan Agama 
Surakarta sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjalankan 
tugas dan perannya sebagai mediator karena hakim mediator berharap agar 
setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara damai karena perdamaian 
adalah jalan yang terbaik dari suatu masalah. Persyaratan mediator berupa 
kemampuan personal antara lain: 
1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak 
Hakim mediator berusaha membangun kepercayaan para pihak 
dengan cara hakim mediator harus mengetahui permasalahan yang 
dihadapi para pihak, jika hakim mediator mempunyai pemahaman yang 
                                                          
1
 Jayin, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 1 Maret 
2018, jam 13.00-13.15 WIB 
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baik mengenai ekonomi syariah yaitu dengan harus mengetahui akad-
akad ekonomi syariah, dalil-dalilnya dan dasar hukum lainnya maka 
kepercayaan para pihak akan terjalin dengan kuat. Ketika pihak debitur 
terjadi wanprestasi berupa penunggakan angsuran maka hakim mediator 
mengkaitkan kewajiban membayar hutang dengan dalil-dalil syar’i yang 
ada.  
2. Kemampuan menunjukkan sikap empati 
Sikap empati yaitu seolah-olah hakim mediator ikut merasakan apa 
yang dialami para pihak yang bersengketa. Kaitannya dengan kasus 
ekonomi syariah yang terdapat nilai ekonomi dan kepentingan dari 
masing-masing pihak maka hakim mediator harus menyeimbangkan para 
pihak yaitu tidak memihak salah satu pihak dan seolah-olah hakim 
mediator ikut merasakan. Ketika mediator dapat menunjukan sikap 
empati maka terjadi keseimbangan dalam melakukan mediasi dan 
mediator dapat menaruh posisinya dipihak yang netral. 
3. Kemampuan untuk tidak menghakimi 
Hakim mediator sifatnya netral dan tidak boleh menghakimi atau 
menyalahkan salah satu atau para pihak yang bersengketa. Karena 
mediator bertugas untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik 
untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pada kasus ekonomi 
syariah yang mana debitur mengajukan gugatan di Pengadilan Agama 
Surakarta karena pihak kreditur akan menjual agunan yang ada dalam isi 
akad tersebut padahal dalam klausula sudah dijelaskan apabila pihak 
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kreditur telat mengangsur dari waktu yang sudah ditentukan dan sudah 
diberi kelonggaran waktu maka obyek agunan akan di lelang. Maka tugas 
mediator bukan menghakimi atau menyelahkan pihak debitur karena 
kurang memahami maksud dari akad tersebut tetapi hakim mediator 
menjelaskan maksud dan konsekuensi dari akad tersebut.    
Dalam kasus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta 
hakim mediator menjalankan perannya sebagai berikut:
2
 
1. Mendorong para pihak untuk mengemukakan pendapatnya 
Mediator berperan mendorong para pihak untuk aktif mengemukakan 
pendapat dan usulan perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf j 
PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa: “Memfasilitasi dan mendorong para 
pihak untuk: a. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, b. 
mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan 
c. bekerja sama mencapai penyelesaian. 
Apabila para pihak berperan aktif maka tugas mediator akan lebih 
ringan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk 
menyelesaikan masalah. Dalam kasus ekonomi syariah mediator sudah 
berusaha sesuai dengan Pasal 14 huruf j PERMA dan ketika pihak 
penggugat tidak mengetahui maksud akad ekonomi syariah yang ada 
dalam isi perjanjian hakim mediator menjelaskan terlebih dahulu akad 
tersebut. Sebelum mediator mengemukakan win-win solution maka para 
pihak terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengemukanan solusi 
                                                          
2
 Zubaidi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta,Wawancara Pribadi,  16 
Januari 2018, jam 13.30-13.50 WIB. 
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dari masalah tersebut. Karena masalah ekonomi syariah terdapat untung 
ruginya atau masalah yang berkaitan dengan nilai ekonomi.  
Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap usulan masing-
masing baru hakim menawarkan kepada para pihak dan mediator tidak 
boleh memaksakan kehendak para pihak terhadap usulan yang dibuat 
mediator karena mediator tugasnya sebagai penengah dan sebagai pihak 
netral saja. Hanya membantu para pihak untuk mencari solusi yang 
terbaik.   
2. Melakukan proses tawar-menawar 
Segala sesuatu yang mengandung nilai ekonomi pasti terdapat adanya 
untung dan rugi. Seperti kasus perkara ekonomi syariah di Pengadilan 
Agama Surakarta yang didalam isi perjanjian terdapat unsur hutang 
piutang pasti larinya kepada agunan dan angsuran. Wanprestasi bisa 
dilakukan kreditur atau debitur, kalau debitur melakukan penunggakan 
angsuran dari batas waktu yang ditentukan sedangakan pihak kreditur 
menjual objek jaminan padahal pihak debitur tidak telat angsuran. Jika 
pihak debitur ingin agar agunannya yang berupa tanah/rumah tidak 
dilelang karena jika dilelang harganya dibawah harga standar. 
Sedangkan, pihak bank ingin agar agunannya segera dilelang karena jika 
agunannya terjual dan hasil penjualannya melebihi dari pinjaman yang 
dilakukan oleh pihak nasabah maka sisanya akan dikembalikan tetapi 
kalau agunan telah dijual dan hasil penjualan belum menutup hutang 
maka pihak nasabah  masih memiliki tunggakan sisa angsuran.  
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Mediator sangat berhati-hati ketika melakukan proses tawar menawar, 
karena hubungannya dengan nilai ekonomi agar para pihak tidak 
dirugikan dan terdapat keseimbangan para pihak dengan cara melakukan 
penawaran kepada pihak kreditur untuk menunda penjualan objek lelang 
dan menawarkan kepada pihak nasabah dengan diberi jangka waktu 
tertentu untuk melunasi hutang-hutangnya atau membatalkan lelang yang 
dilakukan pihak kreditur karena pihak debitur belum telat angsurannya. 
Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa 
harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan 
posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dan posisi keseimbangan para 
pihak. Dengan mengetahui posisi para pihak maka mediator dapat 
memetakan mengenai kebutuhan, prioritas masing-masing pihak 
3. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan 
Sebelum mediasi dilaksanakan maka mediator melakukan persiapan 
terlebih dahulu dengan mempelajari apa masalah yang dialami para 
pihak, karena perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta 
baru ada pertama pada tahun 2015 dan termasuk perkara baru. Maka 
hakim mediator harus mengetahui mengenai ekonomi syariah yang 
didalamnya termasuk: isi perjanjian, kedudukan para pihak sebagai 
debitur dan kreditur, serta dasar hukum dari masalah tersebut. Mediator 
sudah berupaya semaksimal mungkin sebelum dan pada saat pelaksanaan 
mediasi. 
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Hakim mediator membuat notulen pertemuan agar dalam setiap proses 
mediasi menjadi terarah dengan masalah yang di alami para pihak dan 
tahapannya agar para pihak dapat didorong untuk mengemukakan 
pendapat dan merumuskan titik temu dari perkara tersebut. 
4. Mediator melakukkan kaukus 
Kaukus adalah mediator mengadakan pertemuan dengan satu pihak 
tanpa mengahirkan pihak lainnya. Kaukus juga dilakukan mediator dalam 
melakukan mediasi perkara ekonomi syariah, karena dgn adanya kaukus 
mediator bisa menggali lebih dalam lagi keinginan, kesungguhan dan 
arah masalah tersebut kedepannya kepada para pihak secara bergantian. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf e PERMA yaitu: “menjelaskan 
bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa 
kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. 
 
B. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perkara 
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2017 
Kasus  perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Surakarta  
yang mana dalam perakra tersebut mengandung nilai ekonomi dan jaminan 
yang berupa tanah dan atau tanah tempat tinggal sejak awal sengketa para 
pihak sudah kukuh untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. 
Bahkan dalam karakter sengketa semacam ini kadang kala sejak awal 
dimediasi para pihak sudah menolak untuk mediasi dan bersikeras untuk 
melanjutkan ke persidangan dihadapan hakim pemeriksa.  
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Mediasi melibatkan setidaknya melibatkan dua pihak, bisa juga lebih dari 
atau dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa 
biasanya tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga 
lebih tinggi. Dalam perkara perdata terkait sengketa tanah, uatamanya bila 
menyangkut tanah yang menjadi tempat tinggal (di atas tanah sengketa 
terdapat rumah atau tempat tinggal), maka tingkat emosi para pihak sangat 
tinggi. Karena tuntutan satu pihak bisa berati hengkangnya pihak lain dari 
rumah yang ditinggali.
3
 
 Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi proses mediasi perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan  Agama Surakarta tidak berhasil: 
1. Para Pihak Tidak Memahami Akad Ekonomi Syariah 
Ketika hakim mediator melakukan proses mediasi baik  pihak 
nasabah  tidak memahami akad ekonomi syariah. Sementara pihak bank 
sendiri kadang mewakilkan kuasa hukum yang tidak memahami akad 
ekonomi syariah juga. Hal ini membuat penjelasan tentang masalah apa 
yang dialami para pihak kurang lengkap sehingga hakim mediator 
memahamkan terlebih dahulu kepada para pihak mengenai penjelesan 
akad ekonomi syariah apa yang diperjanjikan antara pihak nasabah 
dengan pihak bank, dasar hukumnya dan konsekuensi dari akad tersebut.
4
 
Seharusnya kreditur menanyakan maksud dan akibat hukum dari apa 
                                                          
3
 Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 
Tentang Prosesur Mediasi Di Pengadilan, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 139-140. 
4
 Zubaidi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 16 
Januari 2018, jam 13.30-13.50 WIB   
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yang telah diperjanjikan dengan pihak debitur menggunakan akad yang 
ada dalam ekonomi syariah. Untuk debitur sebelum mengadakan 
perjanjian seharusnya pihak debitur menjelaskan isi dan maksud akad 
syariah yang menjadi kesepakatan para pihak dan ketika proses mediasi 
seharusnya pihak debitur mewakilkan pegawai yang tau mengenai 
ekonomi syariah. 
2. Kehadiran para pihak 
Kehadiran para pihak sangat berpengaruh terhadap berjalannya 
mediasi, dengan hadirnya para pihak dapat menandakan kedua belah 
pihak adanya itikad baik untuk melakukan mediasi. Jika salah satu pihak 
tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 
dapat menggangu jalannya mediasi. Mediasi akan gagal bila salah satu 
pihak menunda-nunda mediasi terus menerus dan menandakan salah satu 
atau kedua pihak memang beritikad buruk. Hakim mediator akan menilai 
kesungguhan para pihak jika para pihak hadir dan sungguh-sungguh 
ingin menyelesaikan masalahnya secara damai melalui mediasi biasanya 
mediasi akan terjadi berulang kali sepanjang batas waktu 30 hari belum 
berakhir dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Karena mediasi 
dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir kecuali kalau hakim 
mediator melakukan kaukus (mengadakan pertemuan dengan salah satu 
pihak saja).  dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau 
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tidak berdamai itu merupakan hak dari para pihak, dan mediator tidak 
mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak agar berdamai.
5
  
3. Tidak adanya kesepakatan para pihak 
Isi akad atau perjanjian yang dilakukan para pihak sangat penting 
untuk mengetahui adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 
apa tidak di antara para pihak. Ketika hakim mediator sudah menjelaskan 
kedudukan para pihak, maksud dan konsekuensi dari akad tersebut maka 
hakim mediator mengembalikan kepada posisi akad semula dan 
melakukan tawar menawar dengan membaca kesimbangan para pihak 
karena hakim mediator tidak boleh memaksakan kehendak para pihak 
tugasnya hanya menjembatani para pihak agar suatu perkara ekonomi 
syariah dapat diselaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak 
menimbulkan kerugian anatara para pihak.  
Hakim mediator sudah berupaya semaksimal mungkin dalam 
medamaikan para pihak tetapi hakim mediator mengembalikan kepada 
para pihak apakah ada kesepatan atau tidak. Pihak debitur ingin agar 
mempertahankan objek jaminan dan sedangkan pihak kreditur 
menginginkan agar objek jaminan tersebut dilelang.
6
 Maka para pihak 
tidak mempunyai kepentingan yang sama agar perkara diselesaikan 
dengan cepat dan biaya murah melalui mediasi.  
                                                          
5
 Achmadi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 12 
Januari 2018, jam 09.00-09.30 WIB   
6
 Chairiyah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 12 
Januari 2018, jam 08.30-09.00 WIB   
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4. Kurangnya Skill mediator  
Ketrampilan mediator dalam melakukan mediasi pada perkara 
ekonomi syariah ini sangat penting, karena semakin mediator memiliki 
skill yang mumpuni dalam hal ekonomi syariah maka mediator dapat 
mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah 
melalui perdamaian dengan jalan mediasi. Hakim mediator di Pengadilan 
Agama Surakarta baru mengikuti pelatihan ekonomi syariah yang belum 
bersertifikat hanya sebatas mengikuti pelatihan ekonomi syariah dan 
belum ada hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Sedangkan 
pelatihan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator sebatas pelatihan 
mediasi secara umum dan belum ada yang mengikuti pelatihan mediasi 
ekonomi syariah.
7
  
Belum adanya mediator yang melakukan pelatihan mediasi 
ekonomi syariah membuat kurangnya skill mediator dalam melakukan 
mediasi. Selain itu, tentunya pemahaman hakim mediator mengenai 
ekonomi syariah, psikologis dan menyusun strategi dalam mediasi juga 
sangat penting dalam melaksanakan mediasi.  
 
                                                          
7
 Jayin, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 1 Maret 
2018, jam 13.00-13.15 WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta 
sudah sesuai dengan  PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk perkara ekonomi 
syariah tahun 2015-Februari 2016 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk 
perkara ekonomi syariah Februari 2016- sekarang yang meliputi: tahap 
pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi.  
2. Usaha hakim dalam melakukan proses mediasi perkara ekonomi syariah 
sudah di upayakan semaksimal mungkin dan mencari titik temu untuk 
para pihak dengan cara mengadakan kaukus, menjelaskan kedudukan 
masing-masing pihak dan berusaha melakukan tawar-menawar. 
3. Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi perkara ekonomi syariah di 
Pengadilan Agama Surakarta tidak berhasil yaitu: para pihak tidak 
memahami akad ekonomi syariah, salah satu pihak tidak hadir dalam 
mediasi, tidak adanya kesepakatan para pihak dan belum adanya mediator 
yang melakukan pelatihan mediasi ekonomi syariah membuat kurangnya 
skill mediator dalam melakukan mediasi. 
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B.  Saran  
Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan 
mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, penyusun 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara mengenai 
mediasi secara mendalam. 
2. Para hakim di Pengadilan Agama Surakarta hendaknya memperbanyak 
pelatihan mengenai mediasi ekonomi syariah serta teknik-tekniknya. 
3. Seharusnya mediasi dilaksanakan dengan panduan dari mediator yang 
memiliki skill yang mendalam mengenai ekonomi syariah. 
4. Hendaknya hakim mediator mengupayakan lebih agar para pihak hadir 
dalam mediasi.  
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Foto 1 
Ruang mediasi di Pengadilan Agama Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Foto 2 
Ruang tunggu sidang di Pengadilan Agama Surakarta 
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